
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN  BUPATI  LUMAJANG 

NOMOR 31 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  LUMAJANG, 

 

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 

II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 799); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 1) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 151); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2024 Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2025 Nomor 154); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Lumajang. 
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3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025. 

6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

Anggaran 2025. 

 

Pasal 2 

PAPBD terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja 

daerah, dan perubahan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar 

Rp2.197.052.739.748,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh 

miliar lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi 

Rp2.192.995.244.970,94 (dua triliun seratus sembilan puluh dua 

milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat 

puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan 

puluh empat sen) atau berkurang sebesar Rp4.057.494.777,06 

(empat milyar lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh 

empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah nol enam sen).  

b. Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar 

Rp2.241.234.752.873,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu 

miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua 

ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi 

Rp2.437.630.122.367,97 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh 

milyar enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu tiga 

ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh) atau 

bertambah sebesar 196.395.369.494,97 (seratus sembilan puluh 

enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam 

puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma 

sembilan puluh tujuh). 
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c. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiyaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dengan rincian 

sebagai berikut :  

1. Penerimaan Pembiyaan mengalami perubahan dari semula 

sebesar Rp59.182.013.125,00 (lima puluh sembilam miliar 

seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua 

puluh lima rupiah) menjadi Rp259.634.877.397,03 (dua ratus 

lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta 

delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh 

tujuh rupiah nol tiga sen) atau bertambah sebesar 

Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh 

dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh 

puluh dua rupiah nol tiga sen).  

2. Pengeluaran Pembiyaan tidak mengalami perubahan dari 

anggaran semula atau tetap sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah).  

3. Jumlah pembiayaan pada PAPBD sebesar 

Rp244.634.877.397,03 (dua ratus empat puluh empat miliar 

enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh 

tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah nol tiga sen). 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp0,00 (nol). 

 

Pasal 3 

Penjabaran PAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I  :  Ringkasan Penjabaran PAPBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 
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e. Lampiran V  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan 

Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil; 

g. Lampiran VII :  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,  

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan  

Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak 

dan Gas Bumi Menurut Urusan  Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut   

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

j. Lampiran X   : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 

Daerah Perbatasan  Dalam Rancangan Perda 

tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran PAPBD dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

  




